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ABSTRACT 
Waqf is the implementation of the development of waqf, which is carried out 
by collecting cash waqf certificates issued by Islamic financial institutions. 
Optimizing collection and management of waqf requires good governance, therefore 
Good Governance is believed to be a benchmark for the good or not of an 
organization's performance. The purpose of this study is to find out whether there is 
an influence of the application of the principle of good governance to the acceptance 
of cash waqf and how much influence the application of the principle of good 
governance to the acceptance of cash waqf. The methodology used is a quantitative 
method with a survey approach. The results of the research show that the application 
of the principles of good governance has a significant effect on the level of 
acceptance of cash waqf. Research that was only conducted in 10 waqf management 
institutions made the diversity of opinions from other waqf management institutions 
not yet concluded properly. 
Keywords: Good governance, nazhir, and cash waqf. 
 
1. Pendahuluan 
1.1 Latar Belakang 
Agama Islam memberikan pelajaran untuk melaksanakan kebaikan kepada 
orang lain salah satunya adalah dalam berbentuk kekayaan harta. Agama Islam 
memberikan pelajaran bahwa menyisihkan sebagian kekayaan harta yang paling baik 
yang dipunyai untuk keperluan umat bersama. Qur’an menuliskannya sebagai al-habs 
yaitu persamaan kata dari kata al-waqaf, yang bermakna kekayaan harta benda yang 
dipunyai perseorangan yang dikasihkan agar dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. 
Dari sinilah wujud wakaf berada pada wujud barangnya yang dalam ajaran Agama 
Islam disebut sebagai amal jariah yang bersifat terus-menerus.  
Dikenalnya wakaf tunai tidak hanya berwujud aset berwujud saja namun lebih 
dari itu mulai berkembang penerapan wakaf dengan memberikan uang tunai serta 
dikenal sebagai sebutan wakaf tunai. Cash waqf dapat dikumpulkan dengan cara 
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diterbitkannya surat cash waqf certificate oleh nazhir wakaf. Kekayaan harta yang 
diberikan untuk wakaf yang berwujud uang atau surat berharga dikelola oleh lembaga 
sosial atau LKS (lembaga keuangan syariah) lain lalu hasil pendapatan bersih dari 
pengelolaan wakaf akan diinfaqkan . Wakaf yang sudah disatukan dikelola oleh 
nazhir ke dalam banyak sektor usaha yang produktif dan halal (Syafiq, 2014). 
Wakaf tunai merupakan satu dari banyak realisasi dalam perkembangan wakaf. 
Perkembangan wakaf tunai di Indonesia memiliki potensi yang sangat besar, bahkan 
tercatat sebesar Rp 180 triliun. Namun potensi yang besar ini tidak dapat menjamin 
bahwa wakaf akan dapat direalisasikan dengan baik, karena dari lembaga pengelola 
wakaf masih banyak yang belum mampu untuk menyatukan potensi wakaf tersebut 
yang ada. Penerapan tata kelola yang sangat rendah juga menjadikan kurang adanya 
transparansi dan akuntabilitas nazhir kepada para wakif maupun calon wakif sehingga 
masyarakat kepercayaannya berkurang pada pengelola wakaf atau lembaga pengelola 
wakaf. 
Penghimpunan secara optimal dan manajemen wakaf memerlukan adanya Good 
Governance yang baik. Menurut IICG “Good Corporate Governance merupakan 
serangkaian mekanisme yang mengarahkan dan mengendalikan suatu perusahaan 
agar operasional perusahaan berjalan sesuai dengan harapan para pemangku 
kepentingan (stakeholders). Tata kelola yang baik  dipercaya dapat digunakan 
menjadi penilaian ukuran baik atau tidaknya kinerja dalam organisasi. Lima prinsip 
good governance yang dikatakan oleh yaitu transparansi, akuntabilitas, 
responsibilitas, independensi dan fairness”. 
1.2 Rumusan Masalah 
Sesuai dengan paparan dari latar belakang, dan juga untuk menjelaskan objek 
yang akan diteliti, maka peneliti merumuskan dan membatasi penelitian melalui 
rumusan masalah sebagai berikut: “Apakah ada pengaruh penerapan prinsip good 
governance terhadap tingkat penerimaan wakaf tunai?” 
1.3 Tujuan dan Manfaat Penulisan 
Adapun tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini adalah “untuk mengetahui 
pengaruh penerapan prinsip good governance terhadap tingkat penerimaan wakaf”. 
Hasil dari riset ini semoga dapat dimanfaatkan oleh penulis dan pihak lain yang 
sedang melakukan riset. Bagi penulis sebaiknya riset ini dapat memperdalam ilmu 
pengetahuan tentang nazhir wakaf, terutama jika dilihat dari faktor yang 
mempengaruhi penerimaan wakaf tunai. Untuk nazhir wakaf, semoga riset ini dapat 
menjadi nasihat untuk dapat memaksimalkan pendapatan wakaf tunai. Dan yang 
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terakhir, bagi peneliti lain semoga riset ini dapat memberikan ilmu yang bermanfaat 
dan pemahaman teori tentang pembahasan penerimaan wakaf tunai. 
2. Tinjauan Teori 
2.1 Tinjauan Teori 
2.1.1 Good Governance 
Berdasarkan PP No. 101 tahun 2000 pengertian Good Governance adalah 
“pemerintahan yang mengembangkan dan menetapkan prinsip-prinsip 
profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi, efisiensi, 
efektivitas, supremasi hukum dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat”. 
Urgensi Good Governance sekarang ini menjadi sesuatu hal yang sangat serius 
dalam rencana pengembangan paradigma pemerintahan dan pembangunan 
kedepan. Peran penerapan dari prinsip tata kelola perusahaan yang baik adalah 
untuk memberikan mekanisme dan pedoman dalam memberikan keseimbangan 
bagi para stakeholders dalam memenuhi kepentingannya masing-masing. 
Tjokroamidjojo (2014) memandang “Good Governance sebagai suatu 
bentuk manajemen pembangunan, yang juga disebut administrasi pembangunan, 
yang menempatkan peran pemerintah sentral yang menjadi agent of change dari 
suatu masyarakat berkembang di dalam negara berkembang. Terdapat lima prinsip 
Good Governance yang dikeluarkan Komite Nasional Kebijakan Governance 
(KNKG) yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi dan 
keadilan.  
a. Keterbukaan  
Berdasarkan prinsip keterbukaan, pemangku kepentingan akan dapat melihat 
informasi yang penting untuk pengambilan keputusan.  
b. Akuntabilitas  
Prinsip ini mengharuskan perusahaan mempertanggungjawabkan kinerjanya 
secara transparan dan wajar. 
c. Pertanggungjawaban  
Perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan 
tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan. 
d. Independensi  
Prinsip ini akan memperlihatkan kepada wakif bahwa setiap pengambilan 
keputusan di lembaga wakaf dilakukan secara objektif.  
e. Kewajaran  
Pada proses pelaksanaan kegiatannya, perusahaan harus senantiasa 
memperhatikan kepentingan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas 
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2.1.2 Penerimaan Wakaf Tunai 
Wakaf tunai adalah sesuatu terbaru di negeri ini yang dilahirkan dari Undang 
Undang No.41 Tahun 2004. “Wakaf tunai menurut UU No.41 tahun 2004 pasal 28 
sampai pasal 31 yaitu wakaf benda bergerak berupa uang yang diterbitkan dalam 
bentuk sertifikat wakaf uang oleh lembaga keuangan syariah sebagai bukti 
penyerahan harta benda wakaf”.  
Makna wakaf tunai sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Mohsin (2007) 
yaitu, “Cash-Waqf can be defined as the confinement of an amount of money/cash 
from the founder and dedicated of its usufruct, according to founders conditions, 
in perpetuity to the welfare of the society". 
Wakaf ditetapkan bahwa wakif dalam mewakafkan aset tidak tetap atau uang 
tunai melewati lembaga yang dipilih Menteri. Pendapatan wakaf yang didapat dari 
para wakif akan dimanajemeni oleh nazhir (pengelola wakaf) yang akan bertindak 
sebagai management investment. Adanya pengelolaan wakaf uang secara 
profesional oleh nazhir yang kompeten dan handal dalam bidang manajemen 
investasi seperti dijelaskan diatas, diharapkan wakaf uang bisa menjadi salah satu 
pilar pembangunan ekonomi umat, di samping instrumen keuangan Islam lainnya. 
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf tidak menentukan lebih 
jauh hak-hak bagi wakif, nazhir maupun hak bagi Lembaga Keuangan Syariah 
(LKS) sebagai penerima wakaf tunai, sehingga perlindungan hukum bagi masing-
masing wakif, nazhir maupun Lembaga Keuangan Syariah (LKS) belum 
memberikan kepastian hukum. Hal ini tentunya akan mempengaruhi masyarakat 
untuk mengeluarkan wakaf tunai, dan akan mempengaruhi upaya bagi nazhir dan 
Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dalam pengelolaan wakaf tunai.  
 




Gambar 1. Kerangka konseptual 
 
2.3 Hipotesis 








E-JRA Vol. 08 No. 02 Februari 2019 




3.  Metodologi Penelitian 
Jenis riset ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan pendekatan 
survei. Sugiyono (2014:13) mendefinisikan “metode penelitian kuantitatif adalah 
metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, 
pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat 
kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. 
Pendekatan survei adalah teknik pengumpulan dan analisis data berupa opini dari 
subyek yang diteliti (responden) melalui metode tanya jawab dengan menggunakan 
kumpulan beberapa pertanyaan”. 
Cara pengambilan sampel dilakukan dengan purposive sampling. Sugiyono 
(2014:122) menyatakan pengertian purposive sampling adalah “teknik penentuan 
sampel dengan pertimbangan tertentu”. Kriteria sampel dalam penelitian ini adalah: 
1. Lembaga pengelola wakaf berbadan hukum. 
2. Nazhir diluar lembaga keuangan mikro. 
Dari pilihan sampel yang sudah ditentukan diatas, riset ini dilaksanakan di 10 
nazhir yang sesuai dengan aturan diatas, yaitu: Aksi Cepat Tanggap Malang, BMH 
Malang, Lazis NU Jawa Timur, Koperasi Masjid Sabilillah, Rumah Wakaf 
Gorontalo, Global Waqf Center Jakarta, BMT ANDA Semarang, Wakaf Salman ITB, 
BMT Permata Mojokerto, dan Yayasan Wakaf Ar-Risalah Padang. 
Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis data primer. Data primer yaitu 
data yang dihasilkan dari hasil kumpulan pertanyaan yang disebarkan kepada 
responden. Analisis dalam riset ini menggunakan metode statistik dengan teknik 
analisis regresi linear sederhana. Langkah yang dilaksanakan yakni dengan uji 
kualitas data yang meliputi uji validitas, uji reliabilitas, dan uji normalitas, uji asumsi 
klasik yang meliputi uji multikolinieritas dan uji heteroskedastisitas, analisis regresi 
linier sederhana, uji hipotesis yang meliputi uji simultan F, uji koefisien determinasi, 
dan uji parsial t. 
 
4. Hasil dan Pembahasan 
Kuesioner yang disebar dalam penelitian ini sebanyak 38 kuesioner kepada 10 
lembaga pengelola wakaf. Dari jumlah 38 lembar kuesioner yang disebar, yang 
kembali adalah sebanyak 32 lembar kuesioner atau 84,2 %. Kuesioner yang tidak 
kembali sebanyak 6 lembar atau 15,8 %. Kuesioner yang dapat diolah adalah 
sebanyak 32 lembar atau 84,2 %, sedangkan kuesioner yang tidak dapat diolah tidak 
ada, karena semua kuesioner dijawab dengan lengkap. 
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4.1 Uji Validitas 
Dengan menggunakan responden sebanyak 32 dan nilai signifikan 5% maka 
diperoleh nilai r tabel sebesar 0,361. Terdapat hasil sebagai berikut: 
Tabel 1. Hasil Uji Validitas 




X1.1 0,562 0,361 Valid 
X1.2 0,569 0,361 Valid 
X1.3 0,441 0,361 Valid 
X1.4 0,519 0,361 Valid 
X1.5 0,565 0,361 Valid 
X1.6 0,724 0,361 Valid 
X1.7 0,613 0,361 Valid 
X1.8 0,586 0,361 Valid 
X1.9 0,598 0,361 Valid 
X1.10 0,687 0,361 Valid 
X1.11 0,720 0,361 Valid 
X1.12 0,678 0,361 Valid 
X1.13 0,575 0,361 Valid 
X1.14 0,393 0,361 Valid 




Y1.1 0,467 0,361 Valid 
Y1.2 0,670 0,361 Valid 
Y1.3 0,611 0,361 Valid 
Y1.4 0,747 0,361 Valid 
Y1.5 0,702 0,361 Valid 
  Sumber: Data primer yang diolah, 2019 
Berdasarkan tabel 1 dapat diketahui bahwa semua item pertanyaan memiliki 
nilai r hitung > r tabel sebesar 0,361 sehingga dapat disimpulkan semua item 
pertanyaan dalam kuesioner adalah valid. 
4.2 Uji Reliabilitas 





E-JRA Vol. 08 No. 02 Februari 2019 










Good Governance (X) 0,854 Reliabel 
Penerimaan Wakaf Tunai 
(Y) 
0,650 Reliabel 
 Sumber: Data primer yang diolah, 2019 
 Berdasarkan tabel 2 dapat diketahui bahwa semua variabel tersebut memiliki 
nilai koefisien Cronbach Alpha lebih besar dari 0,60 dengan nilai variabel good 
governance sebesar 0,854 dan penerimaan wakaf tunai sebesar 0,650. Dari data 
tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa instrumen kalimat tanya yang dipakai dalam 
riset ini sudah reliabel atau dapat diandalkan. 
4.3 Uji Normalitas 
Pengujian normalitas data dapat diketahui dengan menggunakan uji 
kolmogorov smirnov. Jika nilainya diatas 0,05 maka distribusi data dinyatakan sudah 
memenuhi asumsi normalitas. Untuk melihat normal atau tidaknya data, dapat dilihat 
pada tabel berikut: 
Tabel 3. Hasil Uji Normalitas 
















Absolute .131 .180 
Positive .131 .180 
Negative -.109 -.110 
Kolmogorov-Smirnov Z .740 1.018 
Asymp. Sig. (2-tailed) .644 .251 
a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 
Berdasarkan tabel 4 menunjukkan bahwa statistik uji Kolmogorov smirnov pada 
variabel Good Governance sebesar 0,740 dengan nilai signifikansi sebesar 0,644 > 
0,05. Sehingga variabel Good Governance terdistribusi secara normal. 
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 Statistik uji Kolmogorov smirnov pada variabel penerimaan wakaf tunai 
sebesar 1,018 dengan nilai signifikansi sebesar 0,251 > 0,05. Sehingga variabel Good 
Governance terdistribusi secara normal. 
4.4 Asumsi Klasik 
4.4.1 Uji Multikolinieritas 
Apabila nilai tolerance > 0,10 dan nilai VIF < 10, maka model regresi 
terbebas dari problem multikolinieritas. Hasilnya adalah sebagai berikut: 
 
 








T Sig. Collinearity Statistics 
B Std. Error Beta Tolerance VIF 
1 
(Constant) 11.314 3.728  3.034 .005   
GOOD 
GOVERNANCE 
.168 .057 .476 2.965 .006 1.000 1.000 
a. Dependent Variable: PENERIMAAN WAKAF TUNAI 
Rangkuman tabel 4 dapat diperoleh informasi bahwa pada variabel good 
governance diperoleh nilai tolerance sebesar 0,760 dan nilai VIF sebesar 1,315. 
Dari perhitungan masing-masing variabel bebas menunjukkan angka tolerance > 
0,10 dan angka VIF < 10. Sehingga bisa ditarik kesimpulan bahwa variabel bebas 
tersebut menunjukkan tidak adanya gejala multikolinieritas. 
4.4.2 Uji Heteroskedastisitas 
Jika nilai signifikan > 0,05 maka model regresi terbebas dari masalah 
heteroskedastisitas. Hasil dari pengujian heteroskedastisitas menggunakan uji 
Glejser adalah sebagai berikut: 









B Std. Error Beta 
1 
(Constant) -.285 1.948  -.146 .885 
GOOD GOVERNANCE .022 .030 .135 .744 .463 
a. Dependent Variable: ABS_RES 
Hasil dari uji Glejser pada tabel 5, menunjukkan bahwa angka signifikansi 
dari variabel good governance sebesar 0,548 > 0,05. Artinya yakni tidak ada 
variabel independen yang signifikan secara statistik mempengaruhi variabel 
dependen RES2. Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa model regresi tidak terjadi 
heteroskedastisitas. 
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4.5 Analisis Regresi Linier Sederhana 
Pemaparan riset dengan memakai regresi linier sederhana dapat menggunakan 
persamaan regresi sebagai berikut: 
Y = a+βX + e 









B Std. Error Beta 
1 
(Constant) 11.314 3.728  3.034 .005 
GOOD 
GOVERNANCE 
.168 .057 .476 2.965 .006 
a. Dependent Variable: PENERIMAAN WAKAF TUNAI 
 
Hasil analisis dari SPSS diatas mendapatkan bentuk persamaan regresi linear 
ganda sebagai berikut : 
Y = 11,314 + 0,168X + e 
Persamaan regresi linear sederhana diatas menunjukkan bahwa “nilai konstanta 
sebesar 11,314. Hal ini bermakna bahwa ketika variabel good governance (X) 
bernilai nol atau penerimaan wakaf tunai (Y) tidak dipengaruhi oleh penerapan 
prinsip good governance, maka besarnya penerimaan wakaf tunai adalah sebesar 
11,314. 
Koefisien regresi untuk variabel X bernilai positif sebesar 0,168.Ini berarti 
menunjukkan adanya hubungan searah penerapan prinsip good governance terhadap 
penerimaan wakaf tunai. Nilai koefisien regresi sebesar 0,168, artinya setiap 
peningkatan satu satuan penerapan prinsip good governance akan meningkatkan 
penerimaan wakaf sebesar 0,168 dengan asumsi variabel independen lainnya tetap”. 
4.6 Uji Hipotesis 
4.6.1 Uji Simultan (Uji F) 
Uji hipotesis ini digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen 
Good Governance (X) terhadap variabel dependen Penerimaan Wakaf Tunai (Y). 
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Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 
1 
Regression 17.501 1 17.501 8.792 .006
b
 
Residual 59.718 30 1.991   
Total 77.219 31    
a. Dependent Variable: PENERIMAAN WAKAF TUNAI 
b. Predictors: (Constant), GOOD GOVERNANCE 
Berdasarkan pada tabel 7 nilai F sebesar 8,792 dan Sig.f sebesar 0,006, maka 
H0 ditolak dan H1 diterima. Jadi data dalam penelitian ini adalah signifikan, 
dengan demikian dapat disimpulkan bahwa good governance (X) berpengaruh 
signifikan terhadap penerimaan wakaf tunai (Y). 
4.6.2 Uji Koefisien Determinasi (Adjusted R2)   
Untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan 
variasi variabel dependen ini bisa melihat tabel dibawah: 








 .227 .201 1.411 
a. Predictors: (Constant), GOOD GOVERNANCE 
Hasil riset diatas terlihat angka koefisien determinasi (Adjusted R
2
) bernilai 
0,201. Angka tersebut berarti bahwa nilai 0,201 atau 20,1% pergantian tingkat 
penerimaan wakaf tunai terjadi dikarenakan oleh diterapkannya prinsip good 
governance nazhir. Sisanya senilai 0,799 atau 79,9% menyatakan bahwasanya 
pergantian yang terjadi pada tingkat penerimaan wakaf tunai dikarenakan oleh 
beberapa hal lain diluar pembahasan riset ini. 
4.6.3 Uji Parsial (Uji t) 
Untuk angka pengujian model regresi secara parsial, bisa dibuktikan dengan 
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B Std. Error Beta 
1 
(Constant) 11.314 3.728  3.034 .005 
GOOD 
GOVERNANCE 
.168 .057 .476 2.965 .006 
a. Dependent Variable: PENERIMAAN WAKAF TUNAI 
Variabel X memiliki nilai statistik uji t sebesar 2,965 dan nilai signifikan t 
sebesar 0,006. Hasil signifikan t lebih rendah dari pada α = 0,05. Riset ini 
menunjukkan bahwa H0a ditolak dan H1a diterima. Jadi bias ditarik kesimpulan 
bahwa variabel X (good governance) berpengaruh positif dan signifikan terhadap 
variabel Y (Penerimaan wakaf tunai). Dengan kata lain, apabila tambah besar good 
governance akan semakin tinggi juga tingkat penerimaan wakaf tunai. Hasil 
penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Yuliafitri (2017) 
bahwa variabel good governance berpengaruh secara positif terhadap variabel 
penerimaan wakaf tunai. 
5.  Simpulan dan Saran 
Adapun tujuan penelitian yang dapat diambil dari penelitian yang telah 
dilakukan dengan menggunakan alat uji regresi linier sederhana adalah riset secara 
simultan dan parsial membuktikan bahwa variabel good governance berpengaruh 
signifikan dan tidak negatif terhadap penerimaan wakaf tunai. Artinya semakin tinggi 
good governance yang diterapkan nazhir waqf, maka semakin tinggi pula tingkat 
penerimaan wakaf tunai. 
Dalam melakukan penelitian ini, peneliti menyadari bahwa penelitian ini 
mempunyai keterbatasan, diantaranya: 
1. Penelitian ini hanya dilakukan di 10 lembaga pengelola wakaf saja. 
2. Pengambilan sampel dalam penelitian menggunakan metode purposive 
sampling, yang hanya menggunakan sampel sebanyak 32 responden saja. 
3. Variabel Independen yang digunakan dalam penelitian ini hanya meliputi good 
governance yang digunakan untuk menjelaskan variabel dependen yaitu 
penerimaan wakaf tunai. 
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Saran yang dapat diberikan oleh peneliti berdasarkan hasil penelitian yang telah 
dilakukan adalah sebagai berikut: 
1. Penelitian hanya dilakukan di 10 lembaga pengelola wakaf saja, sehingga 
belum bisa menyimpulkan keberagaman pendapat dari lembaga pengelola 
wakaf lain yang ada di Indonesia. Jadi, diharapkan untuk penelitian berikutnya 
dapat menggunakan responden lembaga pengelola wakaf lain yang ada di 
Indonesia. 
2. Dalam pengambilan sampel, peneliti hanya mengambil sebanyak 32 sampel. 
Diharapkan untuk penelitian berikutnya dapat menggunakan sampel yang lebih 
banyak lagi. 
3. Variabel Independen yang digunakan dalam penelitian ini hanya good 
governance saja yang digunakan untuk menjelaskan variabel dependen yaitu 
penerimaan wakaf tunai. Hal ini menyebabkan nilai uji koefisien determinasi 
menjadi kecil yakni sebesar 20,1 %, yang artinya 79,9 % dipengaruhi oleh 
variabel lain. Dengan demikian, menambahkan jumlah variabel diharapkan 
mampu menaikkan nilai koefisien determinasi. Karena baru-baru ini telah 
disahkan PSAK 112 tentang wakaf, implementasi PSAK 112 dapat menjadi 
variabel riset dalam peningkatan penerimaan wakaf tunai. 
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